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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Paacdsih UUD 1945
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adikrm&, aman , tentram dan
merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dagatwujudkan melalui
pembangunan nasional yang di laksanakan secarahbprt terencana, terarah,
berkesinambungan dan berkelanjutan serta merataldliuh tanah air memerlukan
biaya besar yang harus di gali terutama dari surkberampuannya sendiri, antara
lain berupa penerimaan pajak. Peran serta masyatalkan pemenuhan kewajiban di
bidang perpajakan perlu di tingkatkan dengan memdpkesadaran, pemahaman dan
penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pehiaynegara dan
pembangunan nasional, sehingga setiap anggota rakayavajib berperan aktif
dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakansgsiai dengasistem self
assessment yaitu dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk nghé&ung,
melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yangaegut

Menghadapi perubahan jaman dan perkembangan perekam Indonesia
saat ini serta di dukung dengan semangat reformalsiin pelaksanaan pembangunan
nasional pemerintah pada saat ini tengah giatygpatmenggali sumber-sumber
keuangan negara, khususnya pajak. Perkembangamhutahggakan pajak dari
waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin iheBaningkatan jumlah
tunggakan pajak masih belum dapat di imbangi dengegiatan pencairannya,
namun dalam kenyataannya masih di jumpai adanyggékan pajak sebagai akibat
tidak di lunasinya hutang pajak sampai tanggahja&mpo pembayaran sebagaimana
di tentukan dalam peraturan perundang-undangargdgbakan pajak yang di maksud,

perlu di laksanakan tindakan penagihan pajak yaeghpunyai kekuatan hukum



yang memaksa yang disebut surat paksa. Tindakaagierm yang benar dan tepat
waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangenaga harus di laksanakan
agar tunggakan pajak tidak tertunda-tunda dan déiahankan. Akan tetapi banyak
berbagai hal yang mengakibatkan pelaksanaan tindp&aagihan tersebut menjadi
terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestmgalnya surat teguran yang baru
di terbitkan beberapa bulan setelah tanggal jadutpb pembayaran. Demikian pula
dengan surat paksa di terbitkan 21 hari setelateritkan surat teguran. (UU RI
Nomor 19 Tahun 2000 : 2000 : 231)

Dengan adanya tunggakan pajak yang kian lama kiembangkak maka
kegitan penagihan menjadi sangat di perlukan, awgfib pajak senantiasa patuh dan
sadar melaksanakan kewajiban perpajakan sehindglk sakan menimbulkan suatu
tunggakan pajak yang akan menyebabkan terlambabeygediaan dana untuk
pembangunan, maka untuk mengantisipasi itu Diraktdenderal Pajak melakukan
pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi pamajaku sanksi administrasi
yang berupa denda atau bunga dan sanksi pidanabganga pidana atau kurungan.
Dengan di laksanakannya proses penagihan, makardpkan wajib pajak akan

segera sadar dan memenuhi atau melunasi utangyzajgkertunggak.

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan kurangnya kesadaran wajib pajak pgdaksanaan aktif
sebagaimana diuraikan pada latar belakang, maka geanya untuk membahas
tentang Pelaksanaan Penagihan Aktif sehingga &laggpajak dari tahun anggaran
ke tahun anggaran berikutnya diharapkan semakinumaen Dari latar belakang
permasalahan yang diuraikan diatas, maka permasaldng akan dibahas adalah
Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungwdpak glan usaha-usaha untuk

mengatasinya di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.



[.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
[.3.1 Tujuan Praktek Kerja
Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetdanimendeskripsikan :
1. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak.
2. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi pengitgomeimungutan
pajak di KPP Banyuwangi.
[.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :
1. Memperoleh pengetahuan, pengalaman kerja dan nietkam
ketrampilan serta kemampuan dalam bidang perpajakan
2. Dapat di gunakan sebagai salah satu bahan pertgabdragi pimpinan
Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan kebijaksapanagihan
aktif dengan surat paksa dalam mengatasi tunggpkgak di KPP
Banyuwangi.
3. Dapat di gunakan sebagai referensi yang berkagagah pelaksanaan
penagihan aktif dengan surat paksa dalam mendatagiakan pajak di

KPP Banyuwangi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Istilah- Istilah dalam Penagihan

a.

Pajak menurut Soemitro, adalah iuran rakyat kepa&da negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksattenyan tiada
mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yaaggsung dapat di
tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar peag@&h umum
negara. (Mardiasmo : 2003 : 01)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangumé ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukurk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak @gawtong pajak
tertentu. (Mardiasmo : 2003 : 12)

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utajak plan biaya

penagihan pajak. (Mardiasmo : 2003 : 47)

. Penagihan pajak menurut UU Republik Indonesia Noh®iahun 2000

tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Suksta Radalah
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melumasg pajak dan
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memptang

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, engaffukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan @emymelaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakaaggen pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggpa@k tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang ntiepluruh utang
pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tphjak. (Mardiasmo :
2003 : 46)



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu saraadam

administrasi perpajakan yang di pergunakan seldagda pengenal diri
atau identitas wajib pajak, bagi yang tidak merati&éin diri untuk
mendapatkan NPWP akan di kenakan sanksi perpajakpabila

berdasarkan data yang di peroleh atau di milikihol@irjen Pajak
seseorang pribadi atau suatu badan telah memenyaratsuntuk
memperoleh NPWP dapat di terbitkan NPWP secardgab@Mardiasmo
: 2003 : 14)

. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang olgh pajak di gunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran papakg ytertulis

menurut ketentuan perundang-undangan pajak. Untkparoleh SPT
wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPTK#&#P setempat
dengan menunjukkan NPWP. SPT harus di isi dengaarpgelas dan
lengkap, kemudian SPT tersebut diisi dan ditandmain untuk di

serahkan kembali pada KPP. ( Mardiasmo : 2003 :17)

. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badag lyartanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yangatamkan hak dan
memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturamang-undang
perpajakan. (Mardiasmo : 2003 : 45)

Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan surat a,pakarat

pemberitahuan melakukan penyitaan (SPMP), pengumutetang,

pembatalan lelang dan biaya lainnya sehubungaradgmgnagihan pajak.
(Mardiasmo : 2003 : 45)

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penag#éjak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuat paksa, penyitaan
dan penyanderaan. (Mardiasmo : 2003 : 45)



2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20GGdP 18 ayat (1),

Dasar Penagihan Pajak adalah :

a.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukgimaa pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah suradtdgin pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah ikrpdjak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saksiinistrasi dan
jumlah yang masih harus di bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yaaiy détetapkan.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusankaberatan terhadap

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongarpataungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputuaag ynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kelaglipenerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan pkgrayeang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Suegtutfisan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan @aimksiistrasi, Surat
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapak yajg tidak benar,
atau Surat Keputusan Pengembalian PandahuluaniKateBajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilak atga banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh vagjak.

2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Dalam kaitannya dalam masalah penagihan pajak, whakan lanjutan tulisan

akan banyak ditemui istilah-istilah yang sering wouwlndalam penagihan. Dengan



maksud untuk mempermudah pemahaman laporan inia miakemukakan terlebih
dahulu beberapa pengertian, antara lain :

a. Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Republikniesia Nomor 19
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penagihan dengah Baiksa, adalah
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melbatesig pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingathalaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan gaksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakgangeraan, menjual
barang yang disita.

b. Menurut Soemitro (1988) dalam bukunya “ Asas dasdd&erpajakan 2 “,
Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan Direkieraderal Pajak karena
wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undpagk khususnya
mengenai pembayaran pajak.

c. Menurut Moelja Hadi (1996) dalam bukunya “Dasar-&¥aBenagihan Pajak
Negara”, Penagihan adalah serangkaian tindakan agematur Direktorat
Jenderal Pajak berhubungan wajib pajak tidak melurak sebagian maupun
selurun kewajiban perpajakan yang terutang menwmtlang-undang
perpajakan yang berlaku.

Pengertian menurut Moelja Hadi, SH mengandung unsur

1)Serangkaian Tindakan
Maksudnya adalah penagihan dilakukan tahap deraptadlari diterbitkan
Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakik@nyitaan dan
Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulasl@gean pada Kantor
Pelelangan Negara.

2)Aparatur Direktorat Jenderal Pajak
Maksudnya Juru Sita Pajak Negara yang telah menmesyalnat tertentu,
telah mendapat pendidikan khusus, diangkat sedh thsumpah sebelum

melaksanakan tugas.



3)Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau sell®ajiban perpajakan
yaitu sebagian atau seluruh hutang pajak yangpatatlam STP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Bandyang
menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambabh.

4)Menurut Undang-Undang Perpajakan, undang-undaagg ydimaksud
adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undamdggabdg Nomor
16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Barpajakan dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagdgiagak dengan
Surat Paksa.

2.4 Macam-Macam Penagihan

Penagihan pajak dapat di bedakan menjadi 2 (duapmmayaitu Penagihan
Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan dimulai dergamagihan pasif yaitu diawali
dengan melakukan pencatatan misalnya pencatatarbayanan setoran serta
pelaporan dari wajib pajak ke buku register, kermndiilakukan pengawasan atas
kepatuhan pembayaran lainnya oleh wajib pajak. Apalla wajib pajak yang masih
belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasngypajaknya maka petugas
pajak menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Berattah Melakukan Penyitaan
dan Lelang. Hal tersebut dapat di jelaskan selzagydiut :
2.4.1 Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu tindakan yang dilakukan ¢daentor Pelayanan Pajak
dengan melakukan pencatatan, pengawasan atas k@patembayaran lainnya oleh
wajib pajak. Jadi penagihan pajak ini tidak peridedbitkan Surat Teguran, namun
demikian pembayaran pajak harus tetap dilakukaa pad jatuh tempo pembayaran.

Tindakan penagihan dilakukan apabila jumlah pagktang yang tercantum
dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK KelagraPutusan Banding
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibaydarbbah, tidak atau kurang
bayar, setelah lewat jatuh tempo pembayaran.



Sementara itu dasar dari penerbitan STP, SKPKB,KEKRR SK Pembetulan,
SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkarajupdjak yang harus dibayar
bertambah, ini menunjukkan adanya indikasi bahwgibwaajak melakukan
kekeliruan/kesalahan dalam menghitung besarnyak pmag terutang atau wajib
pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undardgpng perpajakan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun dari haseligan material menunjukkan
ketidakbenaran dalam penetapan jumlah pajak yangatey. Dalam STP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan bangang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar tersebut telahadiuankan batas waktu pelunasan
hutang pajaknya yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggaérbitan.

Apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebutrigufzajaknya belum/tidak
dilunasi, maka STP, SKPKB, SKPKBT, SK PembetulaK, I&eberatan, Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang hatsydr bertambah, tidak atau
kurang bayar menjadi dasar penagihan (Undang-UnNangpr 16 Tahun 2000 Pasal
18 ayat 1).

2.4.2 Penagihan Aktif

penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkada p&TP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Bgndimana telah ditentukan
tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan sejak tan@j P, SKPKB, SKPKBT, SK
Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding ditembitkCara penagihan ini bisa
juga disebut penagihan aktif persuasif dimana KRRghimbau kepada penanggung
pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum &hngtyh tempo pembayaran.
Penagihan aktif ini dapat dilakukan dengan cara :

a. Penerbitan Surat Teguran

Surat teguran pada dasarnya merupakan peringapad&eaevajib pajak. Surat
teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tmdakunasi utang pajaknya sampai
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakaakgmhaan penagihan yang
diawali dengan terbitan surat teguran oleh pejabati kuasa yang ditunjuk oleh

pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejakjaai#t tempo pembayaran.



b. Penerbitan Surat Paksa

Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibagak@ya, maka setelah
lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran, penagd#aanjutnya dilakukan dengan
penyerahan atau pemberitahuan surat paksa. Juagk yang terutang berdasarkan
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatantugan Banding yang
menyebutkan jumlah pajak yang harus di bayar béxadumyang tidak di bayar oleh
penanggung pajak pada waktunya dapat ditagih desigah paksa.

c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) adalaht saerintah yang di
terbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitéamhadap barang milik
penanggung pajak oleh juru sita dan diterbitkarb#gaitang pajak tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh einfman terhitung sejak tanggal
surat paksa diberitahukan kepada penanggung pBgka dasarnya penyitaan di
laksanakan dengan mendahulukan barang bergerakla&edertentu misalnya juru
sita pajak tidak menjumpai nilai atau harga tidaémmadai jika dibandingkan dengan
utang pajaknya. Barang milik penanggung pajak yamat disita adalah barang yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatckgdun atau tempat lain sekalipun
penguasaannya berada di tangan pihak lain atabahb&lengan hak tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa :

a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uangitutan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening, giro dan ®eninnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau Berhtrga lainnya, piutang
dan penyertaan modal pada perusahaan.

b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunarkalaal dengan isi kotor
tertentu (paling sedikit 20 meter kubik).

Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajaks#inakan sampai jumlah
nilai barang yang diperlukan cukup untuk melunaang pajak dan biaya penagihan

pajak. Setiap melaksanakan penyitaan juru sitakpagaus membuat Berita Acara



Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurupsifak, penanggung pajak dan
saksi-saksi.

Meskipun barang yang disita penguasaannya beralih pgtnanggung pajak
kepada pejabat, penyimpanannya di titipkan padarmmgung pajak, misalnya tanah
dan bangunan. Namun ada barang yang sifatnya atdmpangan tertentu dari juru
sita pajak penyimpanannya dapat disimpan di kgeg@abat, kantor pegadaian, bank
atau pos dan giro, seperti perhiasan, peralat&iretek.

Atas barang yang di sita dapat ditempeli atau dibegel sita yang memuat
sekurang-kurangnya :

1. Kata “Sita”

2. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan immakninjamkan,

merusak barang yang disita.
d. Lelang

Pengertian lelang berdasarkan Undang-Undang No@drahun 2000 adalah
setiap penjualan barang di muka umum dengan carawagan harga secara lisan
dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan penataat calon pembeli.

Lelang dilakukan apabila utang pajak atau biayaagéran pajak belum di
lunasi dilaksanakan penyitaan dan dilaksanakamgakpat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak pengumumandelan

Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk nagabbiaya penagihan dan
untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelangheapai jumlah yang cukup
untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utancgkpajaka pelaksanaan dihentikan
dan kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejatepada penanggung pajak
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaaantgl apabila hasil lelang tersebut
tidak cukup untuk melunasi utang pajaknya makalwppjak masih mempunyai

utang sampai ia sanggup untuk membayarnya.



2.5 Peranan dan Wewenang Juru Sita Pajak
2.5.1 Peranan Juru Sita Pajak

Juru Sita Pajak menurut Undang-Undang pasal 1lajaimor 19 Tahun 2000
adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yahguth@enagihan seketika dan
sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan pgsryanderaan. Sedangkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 5 yang atengentang tugas dan
wewenang juru sita pajak adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketikaekaligus

2. Memberitahukan surat paksa

3. Melaksanakan penyitaan, dan

4. Melaksanakan penyanderaan

Jadi dapat di simpulkan bahwa kedudukan juru sifakpdalam unit organisasi
Dirjen Pajak sangat strategis, juru sita merupalang tombak dan benteng terakhir
dalam rangka pengamanan penagihan pajak baik masgiun daerah.

Dari pelaksanaan penagihan di KPP Banyuwangi pgeransita di mulai pada
saat penyampaian surat paksa dan surat perintahkukeh penyitaan termasuk
pelaksanaannya. Penyitaan dari penyampaian suratapdan surat perintah
melakukan penyitaan seperti yang telah di uraikiamwuka mengenai pelaksanaan
penagihan pada tahun 2006.

2.5.2 Wewenang Juru Sita Pajak

a) Memasuki dan memeriksa ruangan termasuk membukariletaci atau
tempat lain untuk menemukan obyek sita.

b) Meminta bantuan kepada Polisi, Kejaksaan, Depariek@hakiman, Pemda
setempat, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen PenigalbnuLaut, Pengadilan
Negeri, Bank atau pihak lain.

c) Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yamgngangkat, kecual

ditetapkan oleh menteri atau kepala daerah.



Juru sita dalam melaksanakan tugasna harus didenglengan kartu tanda
pengenal juru sita pajak dan harus di perlihatkgrakla penanggung pajak atau wajib
pajak.

2.6 Landasan Normatif atau Dasar Hukum Tindakan Peagihan Pajak

Dasar hukum tindakan penagihan pajak diatur dalaablg-Undang Nomor 9
Tahun 1994 telah diatur dan di sampaikan dengaratmtdndang Nomor 16 Tahun
2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PegorajaRimana ketentuan-
ketentuan yang mengatur masalah penagihan dialamdasasal 18 sampai dengan
24,

Dasar hukum bagi aparat perpajakan atau fiskusndatelaksanakan upaya
penagihan aktif dalam Undang-Undang Nomor 19 taB0@0 yang merupakan
pengganti dari Undang-Undang Tahun 1994 tentangdtlean Pajak dengan Surat
Paksa. Sedangkan untuk memperlancar upaya pelaksamengihan, maka di
keluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannyagadatar:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penadgieaak dengan
Surat Paksa, sebagaimana telah di ubah dengan ghbtatang Nomor 19
Tahun 1997.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentlimmm dan Tata
Cara Perpajakan, sebagaimana telah di ubah dengdeng-Undang Nomor
16 Tahun 2000.

3. Peraturan Pemerintah nomor 135 Tahun 2000, tentaagcara Penyitaan
dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

4. Peraturan Pemerintah nomor 136 Tahun 2000, tert@agcara Penjualan
Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualanraecalang dalam dalam
rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5. Nomor Kep 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2@#ang tata cara

pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus tkksaeaan surat paksa.



Pedoman pelaksanaan penagihan pajak yang dipaktansadalah Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah di dbagan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2000 masih merupakan induk dalanakeahakan penagihan aktif

dengan surat paksa.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Banyuwagi

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi semula adalahupakan bagian
daripada Kantor Inspeksi Pajak Jember, dengan néantor Dinas Luar Tingkat |
Banyuwangi. Karena perkembangan ekonomi yang s@egat dan memiliki potensi
untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga dgeangerlu membentuk suatu
Kantor Pelayanan Pajak yang terpisah dengan KaP&dayanan Pajak Jember.
Dengan pertimbangan tersebut, berdirilah Kantorayelan Pajak Banyuwangi
berdasarkan surat keterangan Menteri Keuangan Rlepiihdonesia Nomor
275/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang oiggsi dan tata kerja Direktorat
Jendral Pajak.

Pada saat itu Kantor Pelayanan Pajak Banyuwargmbenemiliki gedung
sendiri karena keterbatasan dana dari pemerintata fanggal 01 April 1990 Kantor
Pelayanan Pajak Banyuwangi menyewa gedung di #ifanga No 28 Banyuwangi.
Pada tahun-tahun berikutnya perkembangan ekonoiki disektor industri, jasa,
dagang dan pertanian meningkat disertai dengamgiestian jumlah obyek pajak,
dipandang perlu memiliki gedung sendiri sebagainmatan pelayanan.

Hal tersebut direalisasikan dengan pembangunanngeantor Pelayanan
Pajak di JI Adi Sucipto No 27A. Peresmian gedungaij@ksanakan tanggal 03 Juli
1999 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PajakNDahfud Sidik, Msc dan Kepala
Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawamtir Drs. Nono Hanafi.
Peresmian tersebut ditandai dengan pembukaan selupapan nama Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak BumBdagunan Banyuwangi oleh

Dr. Mahfud Sidik, Msc dengan penandatanganan piadal Drs. Nono Hanafi.
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Jadi dengan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Baaggi yang terpisah
dari Kantor Pelayanan Pajak Jember, maka KantaayBean Pajak Banyuwangi
mempunyai kewenangan yang sama dengan Kantor Ralaygajak Jember, hanya
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangipnél Kabupaten Banyuwangi
dan Kabupaten Situbondo.

Adapun nama-nama pimpinan Kantor Pelayanan Banygwadalah sebagai
berikut :

a. Periode 1989-1992 dibawah pimpinan Bapak Drs. iab8ion

b. Periode 1992-1994 dibawah pimpinan Bapak Ahmad 1$ubid

c. Periode 1994-1997 dibawah pimpinan Bapak H. Murfutaus Moro, SH
d. Periode 1997-1999 dibawah pimpinan Bapak Drs. @a&tma Kanani, MM
e. Periode 1999-2002 dibawah pimpinan Bapak Ashari, SH

f. Periode 2002-2004 dibawah pimpinan Bapak Drs. & Fasah, MM

g. Periode 2004-sekarang dibawah pimpinan Bapak Dushmmad Sapir

3.2 Sruktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Banygwharbentuk struktur
organisasi lini dimana kantor dipimpin oleh seoradgpala Kantor dan dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh bawahannya yargaldung dalam beberapa
seksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Norh62/KMK.01/1997
tertanggal 10 April 1997 tentang reorganisasi DoeM Jenderal Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak Banyuwangi mengalami peningkatai gee B menjadi Tipe A.
Sruktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri 8l seksi. Adapun tugas pokok
dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pajak Banyuwangi
Kepala Kantor Pajak Banyuwangi bertugas sebagacgumlari pimpinan
yang bertanggung jawab secara keseluruhan atakspetan kegiatan dan

melakukan pembinaan dan pengendalian umum di KBRvangi. Dalam



2.

3.
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melaksanakan tugas kepemimpinan kantor tersebat&&pntor dibantu oleh
para pejabat pimpinan lainnya yaitu Kepala Sub &agKepala Seksi dan
Kepala Sub Seksi, terutama yang berkaitan dengabggian wewenang dan
tanggung jawab masing-masing pejabat.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga Korlak, yaitu :

a. Korlak Kepegawaian
b. Korlak Keuangan
C. Korlak Rumah Tangga

Seksi bertugas untuk melaksanakan kesejahteraarkparawan, mengurusi
tentang urusan keuangan dan kelancaran  keperluamtorka
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan ope@s pelayanan

perpajakan di bidang PPh, PPN. PPnBM dan tata ugadrpajakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undapggmajakan untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewgjdraajakan.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini terdiri dari tiga korlak, yaitu :

a. Korlak Data Masukan dan Keluaran

b. Korlak Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

C. Korlak Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikéaib Pajak

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan penyajian rmési, penggalian

potensi pajak dengan cara mengumpulkan, mengolaime@ananfaatkan data
pajak serta mengoperasikan komputer sesuai dengiamtkan yang ada
dalam rangka tertib administrasi.

Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu :

a. Korlak Pelayanan Terpadu

b. Korlak Surat Pemberitahuan Pajak

C. Korlak Ketetapan dan Kearsipan
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Seksi ini bertugas menatausahakan pendaftaran wpglak, Surat
Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Ketetapan Begalkai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalagka intensifikasi
dan ekstensifikasi serta pelayanan pajak.

Seksi PPh Perseorangan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu :

a. Korlak PPh Perseorangan |

b. Korlak PPh Perseorangan li

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan penyusunacarenkerja dan rencana
penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perek&aMasa dan SSP
lembar kedua, pengawasan atas Wajib Pajak Besaerlptan keputusan
pengurangan pembebasan pembayaran angsuran PPI23ag8, dan 26,
pengembalian kelebihan dalam rangka kewarganegapmangolahan surat
Fiskal Luar Negeri, penelitian material SPT TahuR&h Wajib Pajak Orang
Pribadi terdaftar, tidak memasukkan SPT, tidak nmerhepembayaran masa,
permohonan penundaan penyusutan aktiva tetap daghaeusan NPWP,
pembuatan laporan dan mengamankan penerimaan PsgoR&gan.

Seksi PPh Badan

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu :

a. Korlak PPh Badan |

b. Korlak PPh Badan I

Seksi ini bertugas melakukan urusan tata usahajibanaPajak Penghasilan
Wajib Pajak. Di dalamnya termasuk pengamanan peaen Pajak
penghasilan, Penerbitan Surat Keterangan BebagalResan Pembayaran
Masa dan Verifikasi atas Penghasilan Badan untltelurkan Surat
Ketetapan pajak.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pelaghasi

Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu :

a. Korlak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
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b. Korlak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghaisilan
Seksi ini bertugas melakukan urusan penatausahamanpengecekan SPT
Masa, memantau dan menyusun laporan Pembayaran 9deaamelakukan
verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan pemotong darupgut pajak.

8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidelgsung Lainnya
Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu :
a. Korlak PPN Industri
b. Korlak PPN Perdagangan
C. Korlak Jasa dan PTLL
Seksi ini bertugas menyusun rencana kerja dan mangaengamanan
penerimaan PPN dan PTLL, penatausahaan dan peageS€d Masa PPN.
PPnBM, penatausahaan SSP, Penerbitan Surat Tegerdikasi atas SPT
Masa PPN.PPn BM, pelayanan restitusi, permohonaat aenangguhan
pembayaran PPN, PPN ditanggung pemerintah, pem&i@as laporan
bulanan pemungut pajak, pembuatan data dan peaginya, penatausahaan
berkas dan surat-surat lainnya, pembuatan lapordandn berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Seksi Penagihan
Seksi ini terdiri dari dua Korlak, yaitu :
a. Korlak Tata Usaha Piutang Pajak
b. Korlak Penagihan
Seksi ini bertugas mengkoordinasikan piutang paak tunggakan pajak,
pelaksanaan penagihan, pembuatan nota penghitBwan Tagihan, Pajak
Bunga Penagihan, pelaksanaan angsuran,penunda@aysean utang pajak
dan penghapusan piutang pajak serta mempersia@@rah di bidang
penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tagdr administrasi
penagihan pajak.

10. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi ini terdiri dari tiga Korlak, yaitu :
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a. Korlak Restitusi dan Rekonsiliasi
b. Korlak Keberatan PPh

C. Korlak Keberatan PPN dan PTLL
Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaamatpesahaan
penerimaan pajak, restitusi, rekonsiliasi pembayapajak, penyelesaian
keberatan dan penyelesaian perselisihan perpajaeta mempersiapkan
laporan di bidang penerimaandan keberatan sesugadeketentuan yang
berlaku agar tertib administrasi penerimaan dan Ipeeikan kepastian

hukum bagi wajib pajak atas besarnya pajak yangaeg.

3.3 Jumlah Pegawai pada KPP Banyuwangi
Jumlah pegawai pada masing-masing seksi/bagiama &P Banyuwangi

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

No Pada Bagian/Seksi Pejabat Pelaksana Jumlah
1 Kepala Kantor 1 orang - 1 orang
2 Sub Bagian Umum 4 orang 5 orang 9 orang
3 KP4 4 orang 1 orang 5 orang
4 | Seksi PDI 4 orang 3 orang 7 orang
5 | Seksi TUP 4 orang 4 orang 8 orang
6 | Seksi Pph OP 3 orang 5 orang 8 orang
7 Seksi Pph Badan 3 orang 4 orang 7 orang
8 | Seksi P2Pph 2 orang 4 orang 6 orang
9 Seksi PPN & PTLL 4 orang 3 orang 7 orang
10 | Seksi Penagihan 3 orang 3 orang 6 orang
11 | Seksi Pen & Keb 3 orang 4 orang 7 orang

Jumlah 35 orang 36 orang 71 orang

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006
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3.4 Visi
Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat yang remggarakan sistem dan

manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaydibanggakan masyarakat.

3.5 Misi

1. Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri détiosgajak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah beatdasaUndang-
Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas efisstenggi.

2. Ekonomi : Mendukung Kkebijaksanaan pemerintah dalanengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanagrajg@n yang
Minimizing Distortion.

3. Politik : Mendukung proses Demokratisasi Bangsa

4. Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, aseldengan aspirasi

masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta adnaisiigterpajakan mutakhir.

3.4 Jam Kerja
Jam dan hari kerja karyawan yang telah ditetapah Kantor Pelayanan

Pajak Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jam Kerja Karyawan KPP Banyuwangi
No Hari Jam Kerja Istirahat
1 | Senin — Kamis 07.30-17.00 12.00 - 13.00
2 | Jum’at 07.30-17.00 11.30 - 13.00
3 | Sabtu - Minggu Libur -

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006



BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satuasyang harus dilakukan
oleh seluruh mahasiswa Program Studi DIl Perpajakana memenuhi tugas akhir,
serta merupakan salah satu syarat untuk mempegakn Ahli Madya (A. Md)
Perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksandkaktek Kerja Nyata apabila
telah menyelesaikan minimal 90 SKS dari nilai tdthl SKS yang telah ditentukan.
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk meneraphanu-ilmu dan teori yang
didapat mahasiswa selama dibangku kuliah. Dalamphbatilihan tempat magang
diserahkan kepada mahasiswa itu sendiri dengaerikrintara lain perusahaan,
BUMN dan BUMD yang berhubungan dengan bidang Pakaa.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada tahap yang harus
dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi gegbgayarat dalam melakukan
kegiatan Praktek Kerja Nyata, sesuai dengan kegidsa ketentuan yang berlaku.
Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulisnggjai bisa melaksanakan Praktek
Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Memilih kantor atau instansi sebagai tempat untudaksanakan Praktek
Kerja Nyata.
Mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata kepadatées.
Menerima surat pengantar dari fakultas untuk irstan

Menyerahkan surat pengantar kepada instansi yamakdiud.

® 2 0o T

Menerima surat balasan dari instansi yang kemudigroses menjadi surat
tugas oleh pihak fakultas.
f. Mendapat surat tugas dari fakultas yang menyatakaat dimulainya

pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.



g. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata padanssiang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata
4.2.1 Lokasi praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kar@layanan Pajak
Banyuwangi yang terletak di Jalan Adi Sucipto no@6A Banyuwangi.
4.2.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selamatsdan yaitu mulai hari
Senin tanggal 06 Maret 2006 sampai dengan hariaiu8d’ Maret 2006.
Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyataasatengan jam kerja yang

berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yaitu

Senin — Kamis 07.30-17.00 istirahat 12.00-13.00
Jum’at 07.30-17.00 istirahat 11.30-13.00
Sabtu LIBUR

4.3 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Ngpta (PKN)
Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatanategi selama Praktek Kerja

Nyata dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :



4.4 Proses Timbulnya Tunggakan Pajak Yang Terutang

Pada jaman modern dan era globalisasi ini pemangpéjak di Indonesia
bersifatself assessment system yang artinya adanya kesadaran dari wajib pajalkkunt
membayar, menghitung dan menyetor sendiri. Berdigini ditekankan adalah
bagaimana cara melaksanakan kewajiban dan kesadaramvajib pajak sendiri,
tetapi belum tentu semua wajib pajak melaksanakarajbannya secara keseluruhan
dan adakalanya sebagian wajib pajak melanggar lggentuan Undang-Undang
Perpajakan, sehingga sampai timbul hutang pajak.

Penagihan pajak timbul sebagai akibat adanya vpajak yang belum sadar
dan atau kurang bayar dalam melaksanakan kewafi@nbayar pajak, sehingga
menimbulkan tunggakan pajak, proses administragiulnya tunggakan pajak pada
kantor pelayanan pajak Banyuwangi diawali dengadakdkannya pemeriksaan
melalui buku kepatuhan pembayaran pajak pada yekg terkait. Jika dalam hasil
pemeriksaan tersebut diketemukan adanya wajib pggkg belum memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak maka seksi yenkgit tersebut mengeluarkan
pemberitahuan tunggakan angsuran tersebut. Jikamaeljangka waktu yang
diberikan wajib pajak masih belum membayar, makaisgng terkait tersebut akan
mengeluarkan surat tagihan pajak dan setelah dikelonya surat tagihan pajak
masih juga belum dibayar oleh wajib pajak maka isgdsg terkait segera membuat
nota perhitungan yang berisi tentang jumlah pajakgybelum dibayar, kemudian
nota perhitungan tersebut dikirim ke seksi tatahasperpajakan untuk dibuatkan
surat ketetapan pajak yang dibuat rangkap 5 daah ssdtunya dikirim ke seksi
penagihan untuk diproses lebih lanjut. SehinggakplKPP juga berhak menerbitkan
surat paksa agar wajib pajak membayar dan melakasankewajibannya sebagai
wajib pajak, demi keberhasilan dalam pelaksanaannya

Adapun faktor-faktor sampai di terbitkannya supstksa adalah sebagai
berikut :

a. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaiteacantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan yemaub@ajak.



b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan peragseketika dan
sekaligus.
c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaiteacantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan ysau@ajak.

4.5 Prosedur Pelaksanaan Penagihan Aktif

Menurut pasal 18 (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 temptperubahan UU
Nomor 9 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Perpajakan, bahwa
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan Sarat Putusan Banding
yang menyebabkan jumlah yang harus di bayar bedghmimerupakan dasar
penagihan pajak. Tahap-tahap pelaksanaan tindakaaginan ini dapat dirinci
secara jelas dalam gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Tahap-tahap pelaksanaan tindakan pamagih

STP
SKPKB
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING |

1

v
SURAT TEGURAN

2 3
\ 4 \ 4
PENAGIHAN SURAT
SEKETIKA PAKSA
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SPMP
5
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1. Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihant $egaran ini diterbitkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat tangg#ht @mpo pembayaran dari
jumlah pajak yang harus dibayar yang tercantum nda@&lP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Bandiyang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar begamb

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tamgpaunggu tanggal
jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perirgahgpan seketika dan
sekaligus yang meliputi seluruh utang pajak damuse jenis pajak, masa
pajak dan tahun pajak. Surat Perintah penagihareti®akdan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa darbdken apabila :
Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia s@iakna-lamanya atau
berniat untuk itu;

a. Penanggung pajak memindahtangankan barang yandikdimiau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mékigac
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukatirigdonesia;

b. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akambubarkan
badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atagkarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yanmigidatau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lajinny

c. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;

d. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung p#hakpihak ketiga
atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

3. Apabila jumlah utang pajak yang masih dibayar datumat Teguran tidak
dapat dilunasi atau dipenuhi oleh penanggung psgd&lah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Tegumaaka pejabat segera
menerbitkan Surat Paksa.

4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibdigak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah lewat 2 (dua) kali 24 fuikah empat) jam sejak



Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segereerbitkan Surat
Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

5. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yangstdibayar tidak dilunasi
oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (erbpls) hari sejak
tanggal pelaksanaan penyitaan, maka Kepala Kanglay&#an Pajak
mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tepglalangan kepada

Kepala kantor Lelang Negara setempat.

Jangka waktu penagihan ini bertujuan untuk mempetcproses penagihan
sejak dari pengeluaran Surat Teguran sampai detilyarasinya utang pajak. Dalam
hal ini wajib pajak tidak saja melunasi hutangnyangy masih harus dibayar tetapi
juga harus membayar biaya penagihan yang dibebdmmadanya.

Disamping itu, tujuan lain dari singkatnya jadwaaktu penagihan adalah untuk
menekan pentingnya memperhatikan ketentuan yangkibiermenjamin kepastian
hukum dan tepat waktu sehingga dapat segera mkacaiunggakan pajak untuk

meningkatkan penerimaan negara.

4.6 Daluwarsa Penagihan Pajak (Mardiasmo : 2003 :33
Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk dguthgnda, kenaikan dan
biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktdafiOn terhitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,dBagahun Pajak, atau Tahun
Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagidjalk perlu ditetapkan untuk
memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersiglakt dapat ditagih lagi.
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tapaioila :
1. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa. Dalansdyzerti ini, daluwarsa
penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaiaat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak bailgdang maupun tidak

langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utga§ gangan cara :



a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan ndean
pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tepepabayaran.
Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejakgdal surat
permohonan angsuran dan penundaan pembayaran (iajag
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan kelverdalam hal
ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggaltskeberatan Wajib
Pajak diterima.

c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian uytajaknya.
Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitungaksg¢anggal
pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ataat Hetetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadapibVNBpjak karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bar#tas putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap.t®alam hal seperti

ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tahggmerbitan ketetapan
tersebut.



Tabel 4.2
Laporan Kegiatan Penagihan
s/d Triwulan | tahun 2006
(Dalam ribuan)

Jumlah Jumlah
SK. ] ) ) ) STP/SKPKB/SKPKBT/S
Tindakan Penagihan Aktif yang dilaksanakan
Pembetul K Pemb/SK Keb/Put. Jumlah
. an SK Band yang lunas STP yang
Wajib
No . Keb/Put belum
pajak .
Banding Jumlah Jumlah Peng Tanpa Akibat lunas
Jumlah Pel ) )
yang Surat Surat .Lela Penagihan| Penagihan| (3)-(9+10)
SPMP Lelang
belum Teguran Paksa ng Aktif Aktif
lunas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
645 27 66 112
1 Badan 33.501 33.323
1.490.923 | 352.283 226.818 718.044
Perseo- 647 13 44 48
2 36.708 36.616
rangan 451.463 241.916 31.126 90.021
1292 40 110 160 69.939
3 Jumlah 70.209
1.942.388 | 594.199 257.944 808.065

Sumber : Kantor Pelayanan pajak Banyuwangi, 2006

4.7 Pelaksanaan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksih KPP Banyuwangi

a. Surat Teguran

Di KPP Banyuwangi sampai dengan triwulan | tahu@522006, 70.209 lembar
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatartu$an Banding yang
belum lunas telah diterbitkan surat teguran seblary292 yang bernilai Rp

1.942.385.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Badan dari 33.501 Surat Ketetapan yaelgm lunas telah
diterbitkan surat teguran sebanyak 845 lembar dernjgelah uang Rp
1.490.923.000,-

Wajib Pajak perseorangan (orang pribadi) dari 3 y@hg belum lunas telah

diterbitkan surat teguran sebanyak 647 lembar derjgemlah uang Rp

451.463.000




b. Surat Paksa
Surat Paksa yang dikeluarkan KPP Banyuwangi satripailan | tahun 2005/2006
adalah sebanyak 40 lembar dengan nilai Rp 594.009.68engan perincian sebagai
berikut :
1. Wajib Pajak Badan sebanyak 27 lembar dengan nd&832.283.000,-
2. Wajib Pajak Perseorangan (orang pribadi) sebangalerhbar dengan nilai
Rp 241.916.000,-
c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluatkBFP Banyuwangi sampai
triwulan | tahun 2005/2006 adalah O lembar dengkan Rp O,-.
d. Lelang
Sampai dengan triwulan | tahun 2005/2006 KPP Bamaygv tidak ada
pelaksanaan lelang, karena dengan diterbitkannydPSRajib pajak bersedia
untuk menyelesaikan hutang pajaknya.

Dari pelaksanaan tindakan penagihan tersebut seb&W0 lembar Surat Ketetapan
dengan nilai sebesar Rp 1.066.099.000,- denganaqpemi sebagai berikut :
1) Untuk Wajib Pajak badan tanpa penagihan aktif sgdda®6 lembar dengan
nilai Rp 226.818.000,-
2) Dengan penagihan aktif sebanyak 112 lembar denglan sebesar Rp
718.044.000,-
3) Wajib Pajak Orang Pribadi (perseorangan) tanpagieaa aktif sebanyak 44
lembar dengan nilai Rp 31.126.000,-
4) Dengan penagihan aktif sebanyak 48 lembar dengé sebesar Rp
90.021.000,-



Tabel 4.3
Rekap Tri Wulan Ke-I
Register Surat Teguran (dalam ribuan)
Bln Januari s/d Maret

Badan Orang Pribadi Jumlah
Keterangan
WP Rp. WP Rp. WP Rp.
Bulan Januari 420 83.464.773 163 30.850.181| 583 114.314.954
Bulan Februari 142 1.009.156.24 160 20.037.587| 302 1.029.193.830
Bulan Maret 83 398.302.541 324 | 400.573.426( 407 798.877.764
Jumlah s/d bulan ini 645 1.490.923.557 647 | 451.463.194( 1.292 1.942.386.751

Sumber : Kantor Pelayanan pajak Banyuwangi, 2006

Tabel 4.4
Rekap Tri Wulan Ke-I
Register Pelaksanaan Surat Paksa (dalam ribuan)
bulan Januari s/d Maret

Badan Orang Pribadi Jumlah
Keterangan
WP Rp. WP Rp. WP Rp.
Bulan Januari 8 13..37.386 5 62.842.682 13 75.880.068
Bulan Februari 8 249.634.756 4 171.513.275 | 12 421.148.031
Bulan Maret 11 89.610.738 4 7.560.580 15 97.171.318
Jumlah s/d bulan ini 27 352.282.880 13 241.916.537 | 40 594.199.417

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, 2006

Sampai dengan bulan Maret telah dilakukan :

Surat teguran sebanyak : 1.292 lembar
Surat Paksa sebanyak : 40 lembar
Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebanyak : O lembar

Pelaksanaan pencairan tunggakan pajak bulan Maestaga keseluruhan
sebesar Rp 97.171.318.000,-. Jika dibandingkan aengulan Februari yang
mencapai Rp 421.148.031.000,- maka pencairan bMlaret mengalami penurunan
123,07% dari pencairan bulan Februari. Jumlah turd@n sebesar Rp
97.171.318.000,- tersebut adalah termasuk pencauwaggakan terhadap 100 wajib
pajak tunggakan terbesar.

Jumlah tunggakan pajak adalah sebesar Rp 1.942/386. Namun jumlah
tunggakan yang perlu diusulkan untuk di hapus adaabesar Rp 1.348.187.334,-
sehingga jumlah tunggakan pajak yang nyata yangimdgairkan sebenarnya



sebesar Rp 594.199.417,- sehingga jumlah tunggadagak untuk bulan Maret
secara keseluruhan sebesar Rp 97.171.318,-. Kalbandingkan dengan jumlah
tunggakan secara keseluruhan hanya mencapai 5,02N&mun dibandingkan
dengan jumlah tunggakan yang masih bisa dicairkdalah sebesar +16,35%.

4.8 Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Banyuwéergiapat beberapa
hambatan-hambatan yang seringkali menghambat jalarpelaksanaan penagihan,
hambatan-hambatan tersebut menurut pengamatan igemelakukan praktek kerja
nyata di lapangan di KPP Banyuwangi ada 2 macarntuya
1. Hambatan yang ada di KPP Banyuwangi khususnya kisisgenagihan
(masalah internal) antara lain :

a. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalaaperti yang
diharapkan, koordinasi antar seksi ini sangat pegtdalam rangka
mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini h@réndakan
penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yabgrupa STP,
SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, PutBsanding
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibaydnnbdunas
sampai jatuh tempo pembayaran, adakalanya wajibakpayang
melunasi hutang pajaknya ternyata laporannya tidaknpai ke seksi
penagihan, tapi laporan tersebut sampai ke seksiyang kebetulan
tidak merasa memeriksa laporan dan otomatis tidakmiverikan
konfirmasi ke seksi penagihan sehingga terhadajbvsgjak tersebut
akan dilakukan tindakan penagihan aktif padahalilvagjak tersebut
telah melunasi hutang pajaknya.

b. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanpanagihan
aktif di KPP Banyuwangi, pencatatan administrasisihadilakukan
secara manual, peralatan komputer yang tersediairhetligunakan
secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnyangasvasan



terhadap wajib pajak yang ternyata masih belumldilean tindakan
penagihan tersebut. Lemahnya administrasi pencatetigjuga sering
menyulitkan tugas juru sita. Misalnya juru sita akenenyampaikan
surat paksa tetapi ternyata alamat yang terteragadrat paksa tidak
jelas sehingga juru sita harus bersusah payah unngnemukan
tempat tinggal wajib pajak.

c. Mengingat wilayah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwaygng luas
yang meliputi Kabupaten Banyuwangi dan KabupatetubSndo,
dimana jumlah Juru Sita yang difinitif/tetap yaituanya 1 (satu)
orang, maka jelas tidak dapat menguasai lapangargde sempurna.
Sehingga tidak dapat menghasilkan pencairan tunggalajak secara
maksimal karena keterbatasan tenaga JSPN (JuruPsifak Negara).

2. Hambatan yang timbul di luar KPP Banyuwangi (makaleksternal)
antara lain:

a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangarpajakan.
Ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak ykegudian
melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak KPP gugerlambat
menerima bukti pembayaran dari instansi lain (bidari KPKN
maupun dari KPP lain). Pihak KPP yang tidak meneriraukti
pembayaran tentu saja akan menerbitkan Surat Teguwadangkan
wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utangakajang sudah
dibayarnya tersebut. Hal ini merupakan salah satenyebab
banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi.

b. Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaann
bangkrut/pailit atau wajib pajak sudah tidak akafyi. Banyak sekali
wajib pajak yang perusahaannya bangkrut/pailit kdaau melapor
kepada KPP Banyuwangi padahal ia masih mempunyaggdakan
pajak yang masih harus dilunasi. Hal ini akan mearm:buang

tenaga juru sita dalam menyampaikan surat paksadapal



tunggakan pajak tersebut tidak mungkin dapat difinaleh wajib
pajak dan tidak ada obyek pajak yang dapat disita.

c. Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pentahuan
alamatnya yang baru. Hal ini juga akan menyulitkagas juru sita
dalam menyampaikan surat paksa.

d. Kurangnya kerjasama dan koordinsi dengan instaran lyang
mempunyai kaitan dengan masalah pembayaran dangjiearapajak
harus lebih ditingkatkan lagi, instansi tersebutama lain KPKN dan
KPP lain.

e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bultas nama wajib
pajak).
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasakan hasil pembahasan dan analisis yang dgdaparkan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulanngritagaimana usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasi penghambat pemungutak paKPP Banyuwangi :

1. Masalah Internal

a. Koordinasi antar seksi yang terkait belum berjakeperti yang
diharapkan.
Seksi-seksi yang terkait dalam penerbitan STP, SKPBKPKBT,
SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yagyebabkan
jumlah pajak yang dibayar bertambah harus melakikaordinasi
yang baik dengan seksi penagihan. Koordinasi tatsedelalu
dipantau oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak., untakingkatkan
kerjasama antar seksi yang terkait dalam pelaksamemagihan
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasamar seksi
memang sangat diperlukan, karena penyelesaian guekarjaan
memerlukan orang-orang yang mampu bekerjasama aetaigas
atau aparat demi keberhasilan suatu pekerjaan gamgbannya.
Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkanuaanbrang lain,
karena itu diperlukan kerjasama. Tanpa kerjasamiak tmungkin
pekerjaan yang dilaksanakan akan berhasil dengkn ba

b. Lemahnya administrasi
Administrasi pencatatan harus diperbaiki. Penggunparangkat
komputer yang telah tersedia sebaiknya dimanfaademaksimal
mungkin disamping pencatatan secara manual. Bukti-b

pembayaran dari wajib pajak yang telah sampai heegsra dicatat.
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Data-data tentang wajib pajak harus dilengkapité®na mengenai
domisili wajib pajak agar tidak menyulitkan tugasy sita dalam
menyampaikan surat paksa. Disamping itu untuk ngaitkan
sumber daya manusia, melalui pembinaan terhadaptgpgak agar
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baildatig teknis
maupun administrasi perpajakan, sehingga teramgidahgnya,
mempunyai dedikasi tinggi, disiplin dan rasa tanggujawab
sehingga bias menunjang pelaksanaan tugas wagilx pan dengan
demikian diharapkan pekerjaan dapat diselesaikgmat tepada
waktunya.
c. Jumlah Juru Sita yang difinitif/tetap yaitu hanyésatu) orang.

Untuk mengatasi masalah ini Kantor Pelayanan Pdjakus
menambah petugas Juru Sita minimal 3 (tiga) orabgngan
bertambahnya petugas Juru Sita kemungkinan besgat da

menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksi

2. Masalah Eksternal

a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undapggoajakan.
Meningkatkan pelayanan yang baik kepada wajib pagdn
memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepadayanaksit
umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-beraargerti,
menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajgkatiengan
baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak umhedaksanakan
kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pafaétka jumlah
pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang. Paman tersebut
selain merupakan tugas kantor penyuluhan pajak mgaupakan
tanggung jawab petugas-petugas yang ada di kaelkaygnan pajak.

b. Wajib Pajak yang tidak mau melaporkan bila perusahga
bangkrut/pailit.
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Untuk mengatasi masalah ini petugas administraesi ggenagihan
harus selalu membantu keadaan wajib pajak agart dapagetahui
jika wajib pajak mengalami bangkrut atau pailit.

Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak memberikainualamatnya
yang baru.

Masalah ini dapat diatasi dengan jalan memintar&egan dari
pemerintah daerah setempat, misalnya kepada kéahmrahan

dimana wajib pajak tersebut berdomisili.

. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan inskainsi

Koordinasi ini berhubungan dengan penyampaian lpatnbayaran
wajib pajak baik melalui Kantor Pos dan Giro maupg<RP lain.
Untuk itu kerjasama harus terus ditingkatkan dapamiau agar
pengiriman bukti tersebut jangan sampai terlambat.

Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan buleaas nama wajib
pajak).

Masalah ini dapat diatasi dengan jalan mencaririnési/keterangan
tentang mana yang merupakan aset-aset kepemilisgamama Wajib
Pajak dan mana yang bukan merupakan aset-aset ikkpanatas
nama Wajib Pajak. Misalnya tentang kepemilikan ramiisa

ditanyakan kepada Kantor Kelurahan Agraria.



Tabel 4.1
Kegiatan yang dilakukan selama PKN

Nomor Hari/Tanggal Kegiatan
- Perkenalan dengan karyawan Kantor
Pelayanan Pajak Banyuwangi pada
1 Senin, 06 Maret 2006 seksi PPN & PTLL.
- Merekam SPT Masa PPN dalam
komputer.
- Merekam SPT Masa PPN ke dalam
2 Selasa, 07 Maret 2006 komputer.
- Mengisi surat tagihan pajak PPN
3 Rabu, 08 Maret 2006 | " !
4 Kamis, 09 Maret 2006 | " oo
. Jumrat. 10 Maret 2006 - Mengisi surat taguhan pajak PPN
5 Senin. 13 Maret 2006 - Mengisi surat tagihan pajak PPN
- Perkenalan dengan karyawan Kantor
Pelayanan Pajak Banyuwangi pada
7 Selasa, 14 Maret 2006 sekst PPh OP.
- Menyortir SSP PPh psl 25.
- Merekam SPT Tahunan tahun pajgk
2005 ke dalam komputer.
- Merekam SPT Tahunan WP terutang
8 Rabu, 15 Maret 2006 nihil ke dalam komputer.

Menyortir SSP PPh psl 25.




Membuat Batch Header SPT
Tahunan tahun pajak 2005.

Kamis, 16 Maret 2006

Merekam Spt tahunan tahun pajak
dalam komputer.

Membuat Batch header SPT tahun
tahun pajak 2005.

ke

an

10

Jum’at, 17 Maret 2006

Mengurutkan NPWP WP PPh psl 2
dari yang paling kecil ke yang besg
Merekam SPT Tahunan tahun paja

ke dalam komputer.

5

=

11

Senin, 20 Maret 2006

Perkenalan dengan karyawan Kant
Pelayanan Pajak Banyuwangi pada
seksi P2PPh.

Merekam SPT Tahunan ke dalan

komputer.

or

1S4

12

Selasa, 21 Maret 2006

Menyortir NPWP SSP PPH psl
23/26.

Melubangi/mengeplongi SSP lemb
kedua.

Memasukkan SSP yang sudah
dilubangi ke dalam berkas.

13

Rabu, 22 Maret 2006

Menyortir NPWP SSP PPh psl 4 ay
2.

Melubangi/mengeplongi serta
memasukkan SSP ke dalam berka

at

U)

14

Kamis, 23 maret 2006

Mengurutkan NPWP dan nama
perusahaan.
Memasukkan SSP ke dalam berka

U)




sesuai dengan NPWP dan nama

perusahaan.

15

Jum’at, 24 Maret 2006

Menyortir SSP lembar ke dua

berdasarkan urutan NPWP, dari yang

terkecil hingga terbesar.
Mengeplongi/melubangi SSP lemb
kedua.

16

Senin, 27 Maret 2006

Perkenalan dengan karyawan Kant
Pelayanan Pajak Banyuwangi pada
seksi Penagihan.

Memasukkan surat teguran ke berk
sesuai dengan NPWP.

Menempel SSP ke dua.

17

Selasa, 28 Maret 2006

Memasukkan surat teguran ke dala
berkas.

Menempel SSP kedua.

or

1S4

(as

m

18

Rabu, 29 Maret 2006

Menempel SSP kedua.
Memasukkan surat teguran ke dala

berkas.

m

19

Kamis, 30 Maret 2006

Libur (hari raya nyepi).

20

Jum’at, 31 Maret 2006

Cuti bersama.




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

Kepada Yth Sdr. Direktur
Nama X

NPWP

Alamat

TEGURAN

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudarghmaampunyai tunggakan pajak
sebagai berikut

No & Tgl STP/
Jenis Tahun SKPKB/SKPKBT/SK Tanggal Jumlah
Pajak Pajak Pembetulan/ SK Jatuh Tunggakan
Keberatan/Putusan Tempo Pajak (Rp)
Banding *)
Jumlah 'Rp

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengar Bakaa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pdgaigan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ndsofahun 2000 (UU
PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunalsihuomggakan pajak dalam
waktu 21 (dua puluh saru) hari sejak diterbitkan8yaat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajskelet diatas, dimohon agar
saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Ranagi

a.n. KEPALA KANTOR
Kepala Seksi penagihan

*) Coret yang tidak perlu
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini :
Nama : Yeni Tri Swandari
NIM : 030903101055
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya taleshlyang berjudul “Faktor-
Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Di KantorPelayanan Pajak
Banyuwangi “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuéh jdisebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan pada instihaiapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahakedgmaran isinya sesuai dengan
sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.
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ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak lbena
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Yang Menyatakan,
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MOTTO

Dua macam kerakusan yang tidak kunjung kenyang yaitu yang menuntut ilmu
dan yang mengejar kekayaan dunia, tetapi keduanya tidak sama. Adapun
yang menuntut ilmu selalu di ridhoi Allah, sedangkan yang mengejar
kekayaan dunia bertambah merajalela dalam kesesatannya
(HR. Abdul Laits yang di laksanakan dr Abdullah bin Mas’uud r.a)

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan utang piutang
dalam waktu yang telah ditentukan, tuliskanlah! Hendaklah ada diantaramu
tertulis yang akan menuliskan dengan jujur
(terjemahan dan tafsir Al Qur'an Surat Al Bagarah ayat 282)
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RINGKASAN

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak diKantor Pelayanan
Pajak Banyuwangi, Yeni Tri swandari, Suhermadi, SE,2006, 45 halaman.

Pelaksanaan tindakan penagihan terhadap tunggakak mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa, dimana tindakan penagihan iléksdnakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang diharapkapatd memberikan

penekanan yang lebih pada keseimbangan antaratiggemasyarakat wajib pajak
dan kepentingan negara. PKN dilaksanakan di Kanétalyanan Pajak Banyuwangi,
bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penagihan Aleifgan Surat Paksa dalam
Mengatasi Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Fgalkyuwangi. Metode yang

dilakukan dalam penulisan laporan Praktek Kerja tAlyai berupa metode

dokumentasi berupa laporan kegiatan penagihan Telwudan metode wawancara
yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Yoyokkselgoordinator Pelaksana
(Korlak) Penagihan Aktif dan Bapak Iwan selakuuJ8ita Pajak Negara (JSPN).

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada tanggaMaret 2006 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2006, dengan kegiatan : Memasul&aat Teguran ke berkas
sesuai dengan NPWP, Menempel SSP lembar keduéaiddain. Penagihan diawali
dengan diterbitkannya Surat Teguran , Surat Pafsmat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) dan Lelang. Prosedur pelaksare@agan aktif hingga laporan
kegiatan penagihan Triwulan | ini, Kantor Pelayarfgajak Banyuwangi belum
melaksanakan lelang, karena dengan diterbitkanB@IFS Wajib Pajak bersedia
untuk menyelesaikan hutang pajaknya.

Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa aditoK Pelayanan Pajak
Banyuwangi telah melaksanakan prosedur penagihgajp&an dengan benar sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untukdateng Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya maka perlu diadakambinaan yang
menyeluruh supaya Wajib Pajak sadar untuk mengiitumelaporkan dan
menyetorkan sendiri pajak yang terutang serta mgankgajak dengan tepat waktu.

DIl Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik, Universitas Jember.
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